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ABSTRAK

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada
Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam
konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka
akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP).

Sebenarnya di dalam KUHP tidak diatur secara khusus menganai delik agama.
Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (UUPNPS), maka
dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan
agama. Prosedur hukum dalam menentukan seseorang yang melakukan tindak
pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatur dalam pasal 2
UUPNPS.

KUHP merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang terjadi,
akan tetapi KUHP baru bisa diberlakukan apabila ada hukum acaranya. Dalam
penulisan hukum ini hukum acara yang dijelaskan adalah prosedur hukum
sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPNPS.

Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif atau yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data
berupa penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang
berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum baik
menggunakan bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan
hukum tersier.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa plural yang terdiri dari berbagai macam suku,
budaya, agama, ras, dan golongan. Sebagai warga negara Indonesia tentunya
dengan adanya kebergamanan suku, bangsa, ras, dan golongan kita harus saling
menghargai agar dapat tercipta kerukunan antar umat beragama serta tidak

mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa menyatakan secara tegas bahwa agama
memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat
dalam sila yang pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salah satu bentuk
pengamalan terhadap sila tersebut adalah dengan percaya dan takwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Indonesia sendiri, jaminan kebebasan kehidupan beragama sebenarnya
cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula
dalam kenyataannya. Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat kita lihat
di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD 1945) pasal 28E yang berbunyi:

“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali;

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”



Akan tetapi, setiap kebebasan tersebut selalu memiliki pembatasan seperti

diatur dalam pasal 28] UUD 1945 yang berbunyi:

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang- undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbvangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan yang telah diatur
dalam suatu peraturan akan dikenakan sanksi. Pengaturan tentang sanksi tersebut
secara umum dan khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Di dalam KUHP itu sendiri sebenarnya tidak diatur secara khusus
mengenai delik agama meskipun terdapat delik yang sebenarnya dapat
dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 KUHP dan setelah
diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan
dengan Pasal 156a. Penambahan Pasal 156a dalam KUHP Bab V tentang kejahatan
terhadap ketertiban umum merupakan tambahan untuk menekankan tindak pidana
terhadap agama. Untuk menjerat tindak pidana penodaan agama sebelum adanya
Pasal 156a KUHP, para penegak hukum menggunakan Pasal 156 KUHP yang
berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat
Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan

golongan dalam pasal ini berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang



berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal,
agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum

tata negara”.

Setelah adanya pasal yang mengatur unsur penodaan agama yaitu Pasal
156a KUHP, maka Pasal 156a yang sekarang dijadikan pertimbangan hakim untuk

memutus kasus penodaan agama. Pasal tersebut berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa
dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

perbuatan:

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun

juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebelum penambahan pasal baru tersebut tidak dikenal delik agama, meskipun ada
beberapa pasal dalam KUHP yang termasuk dalam kategori delik yang berkaitan
dengan agama. Sejak konsep RUU KUHP 1993 hingga yang terbaru RUU KUHP
2010, kedua jenis tindak pidana itu dikenal sebagai Tindak Pidana terhadap Agama

dan Kehidupan Beragama. '

Penodaan agama merupakan bentuk dari penyimpangan perilaku. Secara
umum, penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci
atau tabu, seperti symbol-simbol agama, pemimpin agama dan kitab suci agama.
Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang

menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.” Secara hukum, tidak

! Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan
Konsep KUHP Baru (Jakarta: Prenada Media Group,2008), hlm. 323.

* Pultoni dkk, Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan
Ujaran Kebencian, ILRC, Jakarta, 2012, him. 44.



ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penodaan agama. Hal

tersebut yang membuat sering terjadinya masalah.

Cikal bakal pengaturan terhadap penodaan agama juga dapat dilihat dalam
pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan
mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu

agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan
penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama
itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran

dari agama itu".

Pengaturan mengenai penodaan agama (blasphemy law) berawal dari
diterbitkannya Ketetapan Presiden tanggal 27 Januari 1965, pada saat itu
kekhawatiran terhadap merebaknya komunisme dan berkembangnya aliran
kepercayaan di Indonesia mulai memuncak. Selanjutnya pada 1969, aturan tentang

penodaan agama tersebut diperkuat dalam bentuk undang-undang.

Bila ada orang yang melanggar aturan ini maka akan diberi perintah dan
peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu melalui Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Bila
yang melanggar adalah organisasi atau aliran kepercayaan maka Presiden Republik
Indonesia dapat membubarkan atau menyatakan aliran terlarang organisasi atau
aliran itu setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan
Menteri Dalam Negeri. Apabila, setelah tindakan di atas telah dilakukan, tetapi
masih terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 itu maka orang,

penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari



aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.’

Selanjutnya apabila terjadi sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh
organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang
cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk
membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran

terlarang dengan akibat-akibatnya.”

Dalam teori pemidanaan dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar
seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik
pemidanaan dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur
objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau
masalah tertentu, sedangkan unsur subyektif meliputi kesalahan dan kemampuan
bertanggung jawab dari pelaku. Adapun unsur subyektif itu adalah unsur-unsur
yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si

pelaku itu harus dilakukan.’

Pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Jonkers, bahwa
kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan
demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan

merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan

3 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14464/delik-penghinaan-terhadap-

agama, diakses pada tanggal 16 Desember pukul 18.40.

* Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama, Pasal 3.

> Drs. P.AF. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 1, hlm. 193.



tidak terbukti.® Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi penting agar seseorang
yang diduga melakukan suatu tindak pidana diberikan atau tidak diberikan sanksi

sesuai dengan tindakan dan kompetensinya.

Hukum pidana ada adalah semata-mata untuk mencari kebenaran materiil,
yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan
untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakuakan suatu
pelanggaran hukum. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP yang

membantu hakim dalam mengambil keputusan, diantaranya adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

4. Petunjuk;

5.

Keterangan terdakwa.

Sejarah konflik agama yang terjadi di Indonesia adalah konflik agama di
Ambon. Konflik berbau agama paling tragis ini meletup pada tahun 1999 silam.
Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999,
telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan
menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut
kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang

berujung pada banyaknya orang meregang nyawa.

Keberagaman yang terdapat dalam beragama seharusnya dapat dimengerti
oleh setiap orang agar dapat tercipta suatu tatanan kehidupan yang kondusif di
dalam masyarakat. Akan tetapi, yang sangat disayangkan adalah pada praktiknya

penyalahgunaan/penodaan gama sering terjadi yang terlihat dalam bentuk tingkah

® JE. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987),
hlm. 135.



laku aliran keagamaan yang menyimpang dari induknya. Salah satu contohnya
adalah kasus penodaan agama yang terjadi di kabupaten Sampang, Madura. Kasus
tersebut sudah memperoleh putusan hakim agung pada perkara Nomor : 1787
K/Pid/2012 dengan terdakwa Tajul Muluk alias H.Ali Murtadha. Kasus Tajul

Muluk ini merupakan kasus penodaan agama dengan ajaran sesat.

Tajul Muluk telah mendapatkan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah
Agung No. 1787 K/Pid/2012 berupa hukuman penjara selama 4 tahun. Selain itu,
ada juga kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Arswendo Atmowiloto. Ia
merupakan seorang penulis yang dijeboloskan ke penjara karena survei tabloid
Monitor pada tahun 1990. Dalam survei tokoh pilihan pembaca tersebut, Presiden
Soeharto kala itu berada di tempat pertama sementara Nabi Muhammad di urutan

ke-11.

Kasus-kasus ini menarik untuk dibahas mengingat agama merupakan hal
yang sangat sensitif jika diperbincangkan, terlebih lagi di daerah yang penduduknya
mayoritas umat muslim, maka keputusan yang telah diberikanpun masih
menimbulkan banyak polemik tentang bagaimana hakim mengambil keputusan

dalam menjatuhkan hukuman pidananya.

Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus yang dilakukan oleh Basuki
Tjahja Purnama atau yang sering dikenal dengan Ahok. Beliau dijadikan tersangka
terkait pernyataannya yang menggunakan surat Al Maidah 51. Penyataannya
tersebut kemudian menjadi viral dan menimbulkan demonstrasi besar-besaran.

Terhadap Basuki Tjahja Purnama atau Ahok ini divonis 2 tahun penjara.

Terdapat beberapa kasus lain yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama, diantaranya adalah kasus Lia Eden, aliran sesat Amanah
Keagungan Ilahi (AKI). Pemimpin dari aliran sesat AKI itu bernama Andreas
Guntur Wisnu Sarsono yang di vonis 4 (empat) tahun penjara karena alirannya
tersebut dinyatakan sebagai aliran sesat di sejumlah daerah di Indonesia. Selain itu,
ada juga kasus tentang penodaan agama yang terkait dengan pelecehan Al-Qur’an

yang dilakukan oleh Ir. Charisal Matsen Agustinus Manu, M.si. Dalam kasus



tersebut sudah ada hasil investigasi yang dilakukan MUI Kabupaten Alor tentang
pelecehan terhadap Al-Qur’an.

Terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang
telah disebutkan diatas, kasus-kasus tersebut langsung diproses secara hukum tanpa
ada penilaian terlebih dahulu mengenai sesat atau menyimpang tidaknya perbuatan
tersebut dari lembaga/instansi/organisasi negara maupun bukan negara dalam

bentuk surat penetapan ataupun fatwa.

Adanya polemik dalam pengambilan keputusan oleh hakim dalam menjatuhkan
hukuman pidananya dalam kasus tersebut diatas serta relevansinya dengan prosedur
penjatuhan sanksi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor
1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,
berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian
lebih lanjut dengan membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN PROSEDUR
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERKAIT
PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah seseorang yang melakukan penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama berdasarkan pasal 156a KUHP dapat diproses secara
langsung tanpa memenuhi prosedur yang diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama?

2. Apakah putusan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama yang terjadi tetap sah meskipun tanpa memenuhi
prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama?



1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur yang benar menurut hukum terhadap
seseorang yang melakukan penyalahgunaandan/atau penodaan
agama

2. Untuk mengetahui keabsahan tentang putusan terhadap kasus-kasus
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dimana tanpa
melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
I/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan cara
berpikir deduktif dan bedasarkan kepada kebenaran koheren dalam menentukan
kebenaran. Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar
yang digolongkan sebagai data sumber yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk
dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa
terikat waktu dan tempat.’ Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pada
pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan
menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta
yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka atau data
sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperbolehkan secara langsung dari
subyek atau obyek permasalahan. Data-data sekunder ini diperoleh dari data

kepustakaan, yang terdiri dari :

7 Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu

tinjauan singkat, Cetakan VI, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2001, him. 14.



1.5

A. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti
peraturan perundang-undangan baik yang terkodifikasi maupun yang
tidak terkodifikasi:

¢ Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

¢ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

e Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1965 tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama

B. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai sumber-sumber hukum primer, seperti hasil penelitian
akademik, karya-karya ilmiah para sarjana. Jurnal, dan tulisan-tulisan
lainnya yang bersifat ilmiah.

C. Sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti

kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sebagainya

Sistematika Penulisan

BABI: PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian

hukum, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA
Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian hukum pidana

dan tindak pidana secara umum.

BAB III : TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENODAAN
AGAMA
Pada bab ini akan membahas mengenai tindak pidana penodaan

agama serta pengaturannya di Indonesia baik di dalam dan diluar KUHP.
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BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENYIMPANGAN PROSEDUR
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

Pada bab ini akan membahas mengenai penyimpangan prosedur
sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No.1/PNPS/1965 terhadap orang
yang melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan pasal 156a

KUHP.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini memberikan kesimpulan serta pemaparan tentang
saran mengenai kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam penelitian
atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari permasalahan yang

telah dipaparkan sebelumnya.
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